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IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 342 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA ~;ERJA

UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN

lJt::NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA "SA

GUBERNU\~PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

I SALINAN I

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah
NOITo()r 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 55
PeralL1r:l'1 Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 ':entang Organisasi dan Tata
Kerja Oinas Perumahan dan Gedung Pemerinlah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengek,:a Rumah Susun;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenwng Keuangan Negara;

2. Undcll1g-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undclng-Undang Nomor 15 Tahun 2(104 tentang Pemerif~scan

Pen~elolaan dan Tanggung Jawab KeuangCin Negara;

4. Undclng-Undang Nomer 29 Tahun 2007 tel"itang Pemerintahan Prcvinsi
Daer?11 Khusus Ibukota Jakarta sebaga; Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

5. Unde"g-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pel rr L:kiman;

6. Undcr,g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlan·~ Pembentukan PemllJran
Perlj(!dang-undangan;

7, Unde,ng-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

8. Un,jang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentalg Aparatur Sipil Negare>;

9. Urdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teltc I1g Pemerintahan D;;erah
sebagaimana telah diubah dengan Perature 11 Pemerintah Pengqanti
Undclng-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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10. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
P8'llerintahan;

11. Feraturan Pemerintah NomoI' 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
I<euangan Badan Layanan Umum sebafJaimana telah diu bah dengan
Peraturan Pemerintah NomoI' 74 Tahun 2012;

12. Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pernerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pe'T1erintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Pel·",turan Pemerintah NomoI' 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pe:angkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

17. Pel'8turan Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NornaI' 21
Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Pe'aturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

20. Pemturan Daerah NomoI' 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan
Da,arah;

21. Peraturan Daerah NomoI' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Damah;

22, Per.3tUran Gubernur NomoI' 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non
PegCiwai Negeri Sipil Satuan Kerja Ferangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola °engelolaan Keuangan Badan
Lay,man Umum Daerah;

23. Peraturan Gubernur NomoI' 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

24. Peraturan Gubernur NomoI' 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
. Keria Dinas Perumahan dan Gedung Peme'intah Daerah;

25. Ke~,utusan Gubernur NomoI' 272 Tahun ~:013 tentang Penetapan Unit
Per.ljelola Rumah Susun Wilayah III Dilas Perumahan dan Gedung
Pami.Jrintah Daerah Provinsi Daerah KhusLis Ibukota Jakarta sebagoi Unit
KerJCl Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;

26. Keputusan Gubernur NomoI' 273 Tahun 2013 tentang Penetapar Unit
Pnngelola Rumah Susun Wilayah I Dinas Peru mahan dan Gedung
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusu~; Ibukota Jakarta sebagai Unit
Keri<'" Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Bad',l.' Layanan Umum Daerah;
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27: Keputusan Gubernur Nomor 274 Tahun 2013 tentang Penetapan Unit
Pe,ngelola Rumah Susun Wilayah II Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah KhuSllS !bukota Jakarta sebagai Unit
f\Hja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Eladan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksucJ dengan :

1. Da·"rah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. PelTlerintah Daerah adalah Gubernur da.l Perangkat Daerah stJbagai
um;ur penyelenggara Pemerintahan Daerar·.

3. Gu Jernur adalah Kepala Daerah Provinsi DClerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
!bukota Jakarta.

5. S31,i'staris Daerah adalah Sekretaris DaHah Provinsi Daerah Khusus
It,u <ota Jakarta.

6. Ins)ektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Bacl;3n Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPI-<AD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Da3rah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah I<husus Ibukota Jakarta.

9.. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Or(Janisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sel<retariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah adalah Dinas
~)erumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibul:ota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perurr.·~han dan Gedung Pemmintah
Damah.

12. Unit Pengelola Rumah Susun adalah Unit Pengelola Rumah Susun Dinas
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.

13. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Rumah Susun.

14. SatJan Pengawas Internal adalah unSLJI pengawasan internai yang
ber-:ugas melaksanakan pengawasan intelilal terhadap pengelolilan dan
pHl1lanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keui;ngan.
perlBngkapan dan metode) di Unit Pengelola Rumah Susun.
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15. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit
rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan
fun[lsi utama sebagai tempat hun ian dan mempunyai sarana penghubung
ke .alan umum.

16. Pen~huni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik
maufJun bukan pemilik.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Un·t Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
L:nit Kerja atau subordinat SKPD.

19. Pen<lwai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pernerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kep6gawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
sya·"t tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk mendliduki jabatan pemerintahan.

21. Pe£l<lwai Pemerintah dengan Perjanjian i<erja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentL: dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

22. Pe£awai Non Aparatur Sipil Negara E.dalah Pegawai yang bukan
ber:;\atus Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan oleh Unit
Pengelola Rumah Susun sebagai Unit Kerja Dinas Perumahan dan
Gec.lung Pemerintah Daerah yang Menerapkan Pola Pengf!lolaan
Kel,angan Badan Layanan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

(1) D,~ngan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Fengelola Rumah Susun.

(2) Uni:: Pengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat \1),
terdiri dari :

a. Unit Pengelola Rusun Wilayah I;

t. lJnit Pengelola Rusun Wilayah II; dan

c. lJnit Pengelola Rusun Wilayah III.

(3) Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I ~;ebagaimana dimaksud pada
ayal (2) huruf a mempunyai wilayah kena wilayah Kota Administrasi
Jaka;'\a Utara.
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(4) Unt Pengelola Rumah Susun Wilayah II sebagaimana dimaksuo pad a
ayat (2) huruf b mempunyai wilayah kel'ja wilayah Kota Administrasi
Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakart,1 Pusa!.

(5) Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III sebagaimana dimakslJd pad a
ayel! (2) huruf c mempunyai wilayah kE,rja wilayah Kota Administrasi
Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Selatan,

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAt~ FUNGSI

Pasal 3

(1 ) Unit Pengelola Rumah Susun merupakan Unit Pelaksana Teknis D:nas
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
pengelolaan rumah susun,

(2) Un·t Pengelola Rumah Susun dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan
pen~lelolaan rumah susun.

(2) Unt'Ji: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit
Pergelola Rumah Susun menyelenggarakan fungsi :

a. Jenyusunan rencana strategis dan rsmcana kerja dan ang9aranl
"6nCana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun;

b. :,elaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaranl
'encana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun;

c. Jenyusunan standar dan prosedur pelayanan pengelolaan I urnah
5usun;

d. Jemantauan, monitoring dan evaluasi kelaikan penghunianl
:,.,nggunaan rumah susun;

e. ;Jengelolaan retribusi penghunian/pengSJunaan rumah susun;

f. oelaksanaan pengembangan teknis pengelolaan rumah susun:

g, p<,meliharaan dan perawatan kebersihan, keindahan dan keamanan
,ingkungan rumah susun;

h. ,Jelaksanaan inventarisasi dan seleksi para calon penghuni rumah
:-lusun;

i. pp,laksanaan bimbingan, penyuluhan da" konsultasi teknis bagi calon
atau penghuni rumah susun;

j. pengawasan, pengendalian dan penertiban penghunian/penggunClan
satuan rumah susun balk dari segi perL'ntukan maupun dari segi
status haknya;

k. \:;engelolaan prasarana dan sarana rumah "usun;

I. pglaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit
Pengelola Rumah Susun;
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In. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit
Pengelola Rumah Susun;

11. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pe,ngaturan acara Unit Pengelola
Rumah Susun;

o. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Rumah Susun;

p. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Rumah Susun; dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Rumah Susun.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) SLisunan Organisasi Unit Pengelola Rumah Susun terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbagian Keuangan;

d. Satuan Pelaksana Pelayanan;

e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;

f. Satuan Pengawas Internal; dan

q. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengeloia Rumah Susun sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur inl.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal6

Kepal,i Unit mempunyai tugas :

a. mernimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pe:Elksana,
Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional:

c. rnel.3Ksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
ins\;.nsi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Rumah Susun; dan

d. mel;"porkan dan mempertanggungjawabka.l pelaksanaan tugas dan fungsi
Uni!. Pengelola Rumah Susun.
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Bagian Ketiga

Subbagian Tata U~;aha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola Rumah
SL'sun dalam pelaksanaan administrasi umum Unit Pengelola Rumah
Susun.

(2) Suobagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung ;awab kepada Kepala Unit.

(3) SLbbagian Tata Usaha mempunyai tugas .

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggarani
rencana bisnis anggaran Unit Pengelol~1 Rumah Susun sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggilrani
rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan kerumahtanggaa'l;

d . .1lelaksanakan pengelolaan barang;

e. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kaptor Unit
Pengelola Rumah Susun;

f. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris
peralataniperlengkapan kantor dan rumah tangga Unit Pengelola
Rumah Susun;

g. fnenerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapanipe~alatani

;'lVentaris kantor dan rumah tangga Unit Pengelola Rumah Susun;

h. memonitor dan evaluasi kelaikan dan ketersediaan perlengkapani
peralataniinventaris kantor dan rumah ta'1gga Unit Pengelola Rumah
Susun;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dar, smana
;:erja;

J. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Rumah
Susun;

i. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit
Pengelola Rumah Susun;

m. melaksanakan pengelolaan ruang rapat; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempllt

Subbagian Keua,lgan

Pasal 8

(1) Su!)bagian Keuangan merupakan Satuan i<erja Staf Unit Pengeiol" Rumah
Su,:un dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan
3r ~igaran Unit Pengelola Rumah Susun.
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(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung j::lwab kepada Kepala Unit.

(3) Subhagian Keuangan mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaranl
rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dckurnen pelaksanaan anggaranl
rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun sesuai dengan
I:ngkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan
3nggaran dokumen pelaksanaan anggaran serta rencana bisnis
anggaran Unit Pengelola Rumah Susun;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran/rencana bisnis anggaran Unit
Pengelola Rumah Susun;

e. rnelaksanakan penatausahaan keuang2ln;

f. rnelaksanakan fungsi perbendaharaan dan verifikasi;

g. melaksanakan alaisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset;

h. rnelaksanakan penagihan piutang;

i. mengelola pelaksanaan investasi;

j. rnenerima dan meneliti kelengkapan dokumen untuk proses Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);

k. menerima, meneliti kelengkapan dar. memproses pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM);

I. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan dan
pengelolaan keuangan Unit Pengelola Rumah Susun;

rn. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laroran
keuangan, audit keuangan, kinerja, f:.,giatan dan akuntabilitas Unit
Pengelola Rumah Susun;

n. rnengoordinasikan, memberikan birnbingan dan konsultasi teknis
kepada Bendahara;

o. mengoordinasikan penyusunan lapora" keuangan, kinerjil dan
akuntabilitas Unit Pengelola Rumah Susun;

p. menyusun perhitungan tarif layanan rurnah susun; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pelayanan

Pasal 9

(1) Scltuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini dalam
pEI~Jksanaan pengelolaan penghunian/penggunaan rumah susun.

(2) Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
?H:aksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Unit.
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(3) I(e,pala Satuan petaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ bukan
jabatan struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas a~as usut
Kelpala Unit.

(4) Sewan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis, reneana kerja anggaran dan
"eneana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan
raneana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun sesuai dengan
iingkup tugasnya;

e. menyusun standar penghunian/pengunaan rumah susun;

d. melaksanakan penerimaan dan seleksi ealon penghuni rumah susun;

e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis penghunian rumah
susun kepada cajon atau penghuni rumah susun;

1'. meJaksanakan pengembangan harmonisasi/kekeluargaan/gotong
iOyong penghuni rumah susun;

g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban penghunianl
penggunaan satuan rumah susun baik dari segi peruntukan maupun
dari segi status haknya;

h. mensosialisasikan, mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan
peraturan penghunian/penggunaan rumah susun;

i. menerima, mengolah dan menindaklanjuti keluhan/klaim/ket1eratanl
pengaduan dari penghuni rumah susun;

j. memungut atau menerima retribusi rUl1lah susun untuk diserahkan ke
bendahara penerima;

k. memelihara dan mengembangkan keamanan dan ketertiban Jingkungan
rumah susun;

I. melakukan tindakan preventif atas penyimpangan/penyalahgunaan
~atuan rumah susun, fasititas dan utititas yang ada pada unit rllmah
susun dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
;3atuan Pelaksana Pelayanan.

Bagian Keenari

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

(1) :3atuan Pelaksana Pasarana dan Sarana merupakan Satuan ~;erja lini
dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana c'an sarana rumah SUS'Jn.

(2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala
:3;~tuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.



10

(3) Kepala Satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
jabatan struktural diangkat dan diberhenti~:an oleh Kepala Dinas atas usul
Ke Jala Unit.

(4) Saluan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. rnenyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan
rencana bisnis anggaran Unit Pengelo!2 Rumah Susun sesuai dengan
Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis, dokum,m pelaksanaan anggaran dan
I"ncana bisnis anggaran Unit Pengelola Rumah Susun sesuai cJengan
lingku p tugasnya;

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis yang terkait dengan
tugas Prasarana dan Sarana;

d. ;olelaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi kelaikan fclsilitas
dan utilitas rumah susun;

e. rnelaksanakan pengembangan teknis rumah susun;

f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kebersihan dan
k'3indahan lingkungan rumah susun;

g. menyusun perencanaan kebutuhan perneliharaan dan perawatan
fasilitas dan utilitas rumah susun;

~. mengelola dan mengembangkan teknologi informasi rumah SU5un;

i. melaksanakan pengelolaan sarana air clan listrik rumah susun;

memelihara tindasan dokumen perencanaan, pembangunan,
prasarana dan sarana rumah susun;

k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas dan utilitas
I'umah susun;

I. memonitor, mengendalikan dan menertibkan penggunaan fasilitas
sosial ekonomi rumah susun yang terl".tak pada lantai dasar dan/atau
lantai lain; dan

m, melaporkan dan mempertanggungj:;wabkan pelaksanaan tugas
::"atuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

(1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Unit
P(;n~elola Rumah Susun sebagai Unit I<erja Dinas Perumahan dan
Gedung Pemerintah Daerah yang Menerapkan Pol a Penpelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(2) Satuan Pengawas Internal sebagai um.,ur Pengawas Internal dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipen9aruhi oleh Kepala Subbagian,
Kepa:a Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Unit Pengelola Rumah Susun.

(3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan imernal
terhJdap pengelolaan dan pemanfaatan sUlnber daya (manusia, keuangan,
perlengkapan, standar dan prosedur pela:lanan) Unit Pengelola Rumah
Susun.
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Satuan
Penqawas Internal mempunyai fungsi :

a. ~·enyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;

b. penyusunan program kerja pengawasan internal;

c. p,~laksanaan kegiatan pengawasan internal;

d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengaw;1san internal;

e. p8nyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil
pengawasan internal yang dilakukan;

g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan I<epala
Unit;

h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pel,gawas
eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

i.. p",laporan dan pertanggungjawaban p81aksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pengawas Internal.

Pasal12

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :

a. 'lsatu) orang Kepala merangkap Anggcla;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap An~J9ota; dan

c. >1 (satu) orang Anggota.

(2) L1ntJk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan
Pl3r.gawas Internal, sekurang-kurangnya hal us memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. t='egawai Negeri Sipil;

b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;

c. rnemiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit
Pcmgelola;

d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplir, kepegawaian;

e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (0111); dan

g. lTIemiliki integritas.
'J

(3) Kapala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan
diborhentikan oleh Kepala Unit untuk maS3 tugas 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

(4) Kep31a Satuan Pengawas Internal borkedudukan di bawah dan
ben:anggung jawab kepada Kepala Unit.

(5) Sef:retaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah
dar bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
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(6) Dalar1 pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan
Anggota Satuan Pengawas Internal bertjr'dak sebagai Tim dar. hasil
pengawasan serta rekomendasi tindak lanjLt terhadap hasil pengawasan
yang dilakukan merupakan hasil bersama seba\jai Tim.

(7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat
maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala
Satu<ln Pengawas Internal.

(8) Keter:tuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua,
Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan
Kepala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal13

(1) Unit Pengelola Rumah Susun dapat merTpunyai Subkelompok Jabatan
Fun(Jsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
St,u.<tural Unit Pengelola Rumah Susun.

Pasal 14

(1) Dale,rn rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi F'ejabat
Fun\jsional, dibentuk Subkelompok Jabate,n Fungsional Unit Pengelola
Rurnah Susun sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
PerlilTlahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang ditetapkan olel'. Kepala
Unit.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud pad a ayc;t (1)
dipirr,pin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jcwab kepada Kepala Unit

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud [lada
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari F'ejabat
Flingsiorial yang berkompeten (pengetahu311, keahlian) dan berintegritas.

(4) K,.')t·3ntuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit P"ngelola
Rurnah Susun diatur dengan Peraturan <3ubernur sebagai ba£ian dari
ptmgaturan Jabatan Fungsional Dinas Perumahan dan Gedung Per:lerintah
Dae.-ah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal15

(1) Kepala Unit sebagairnana dimaksud dalom Pasal 6 merupakan .Jabatan
Slruktural Eselon III A.

(2) K,;pala Subbagian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan
Pasal 8 ayat (2) rnerupakan Jabatan Stru:'tural Eselon IV A.
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BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dclam melaksanakan tugas dan fungsinyil Unit Pengelola Rumah Susun
wcjib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
unciangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Rumah Susun.

Pasal17

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala
Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Rumah Susun wajib
melak,;anakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perunc1ang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,
integra::,i, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan
efisiensi.

Pasal 18

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala
Satuan Pengawas Internal pada Unit Pengelola Rumah Susun wajib
ffi3mimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan
pE>tunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bavvahan
m =~sing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepa a Satuan Pelaksana. Kepala
Sa~uan Pengawas Internal dan pegawai pada Unit Pengelola Rumah
Susun wajib mengikuti dan mematuhi peiintah kedinasan atasan masing­
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepal,?' Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala
Satuar, Pengawas Internal pada Unit PenG'elola Rumah Susun wajib
menga'Nasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
serta r.lengambil langkah-Iangkah yang d perlukan apabila menemukan
adanya penyimpallgan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 20

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, i<,epala
S",tuan Pengawas Internal dan pegawai ~ada Unit Pengelola Rumah
Susun wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas
k9pada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
p,o;fundang-u ndangan.

(2; A:asan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
llIenindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
per,gambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-mas;ng.
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Pasal 21

(1) Se,kretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksan8an, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Unit Pengelola Rumah Susun sebagai bag ian dari
pembinaan kelembagaan,. ketatalaksan<Jan, pelaporan dan reformasi
birokrasi Dinas Perumahan dan Gedung P8merintah Daerah.

(2) Ke·lentuan leblh lanjut mengenai pembinaan
ketatalaksanaan, pelaporan dan reforillasi birokrasi
dirnaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

kelembagaan,
sebagaimana

Pegawai pada Unit Pengelola Rumah Susun merupakan Pegawai Aparatur
Sipil Negara terdiri dari :

a. PE,gRwai Negeri Sipil; dan

b. Peg<.wai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 23

(1) Peg.~wai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a
n>'!rlJpakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Neger: Sipil sebagaimana
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai jengan ketentuan
peruidang-undangan aparatur sipil negara.

dimaksud
peraturan

(3) Dal1im pelaksanaan pengelolaan kepegC'waian Unit Pengelola RUlllah
SUSJIl mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melailli 8KD
berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 24

(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian -<:erja sebagaimana dimaksud
dalar,l Pasal 22 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiom Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketEl1tuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Rumah
SUSIJIl mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD
b'",koordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.

Pasal 25

(1) Unit Pengelola Rumah Susun dapat memplilyai Pegawai Non I\paratur
~ ipit l\Iegara.
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(2) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimaola dimaksud pada ayat (1),
merupakan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pengelola Rumah
Susun sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
8adan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

(3) Penf;elolaan kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketf~ntuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non Aparatur Sipil
Ne,lara pada SKPD/UKPD yang Menerapk<1n Pola Pengelolaan Keuangan
Bac:an Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal26

Belanja pelaksanaan tugas dan tungsi Unit Pengelola Rumah Susun sebagai
Unit Kel'ja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah yang

. Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Bedan Layanan Umum Daerah
dibebar kan pada :

a. Ang9aran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. PGildapatan Operasional Unit Pengelola RU~lah Susun; dan

c. Ban\uan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal27

Peng'31:;laan keuangan Anggaran Pendapato:n dan Belanja Daerah
seba!Jairnana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidallg keuangan negarait!aerah.

Pasal 28

Pen\J8lolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUr;diJ,1g-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.

Pasal 29

Pengeblaan keuangan bantuan atau hibah .3ebagaimana dimaksud c1alam
Pasal ~~6 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ~.etentuan peraturan perundang­
undan,:an.

BABIX

ASET

Pasal 30

(1) A.:,et yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Rumah Susun sebagai
prasarana dan sarana kerja merupakC1\l aset daerah dengan status
kH',:ayaan daerah yang tidak dipisahkan.
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaiman8
dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perawran
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
flHaturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang rnilik
ne~lara/daerah.

Pasal 31

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Rumah
S1.<5Un dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan
r:enerimaan barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)
untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUI'\TABILITAS

Pasal 32

(1) Unit Pengelola Rumah Susun menyusLlll dan menyampaikan laporan
. ber~ala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu

kepada Kepala Dinas.

(2) I.&poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
Japoran :

a.I;·c'pegawaian;

b. ~'(:1uangan;

c. kinerja;

d. Jarang;

H. akuntabilitas; dan

r. kegiatan.

Pasal 33

Dalarn rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Rumah Susun mengembangkan
sisterr pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian
internal Dinas Perumahan dan Gedung Pemer·intah Daerah.

BAB XI

PENGAWAS,A,I~

Pasal 34

PengCilvasan terhadap Unit Pengelola Rumah Susun dilaksanakan OlfHl :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelol&.all dan
tarrggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pEngelolaan pada setiap lokasi
rurnah susun dapat diangkat seorang penanggung jawab lokasi dengan
sebutan pengelola rumah susun sesuai kebutuhan.

(2) F'engelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
mempunyai tugas :

a. rnenerima dan memungut retribusi dari penghuni/penggunc' rumah
susun dan menyetorkan kepada Bendahara Penerima;

b. melaksanakan pengawasan sehari-hari atas penggunaan saluan
rumah susun sesuai dengan hak dan peruntukannya;

c. membantu menerima dan meneliti permohonan calon penyewa dan
pergantian penyewa;

d. ~l1enjaga dan memelihara aset Daerah pada lingkungan rumah susun;

e. menjaga dan memelihara pemanfaatan dan kebersihan lingkungan
rumah susun;

f. rnengatasi/melaporkan kerusakan ya'lg terjadi secara mendadak/
tidak terduga; dan

g. membuat laporan mingguan dan bulanan penerimaan retribusi
masing-masing lokasi rumah susun.

(3) PEngelola Rumah Susun berkedudukan di bawah dan bertanggUr19 jawab
kepBda Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan.

(4) Pengelola Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3\ bukan
Jabatan Struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas alas
USUI Kepala Unit.

Pasal 36

Forma,,' Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Rumah
Susun diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur
tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan
priclltas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada ',aat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
NomOI" 143 Tahun 2010 tentang Pembentuf:an, Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pellgelola Rumah Susun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah~an pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI1. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

S.'\EFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 Nm~OR 62209

Salinan se~;uai dengan aslinya
KEPALA BIROH.UKL!M SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH I<HUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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